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Kabupaten Pesisir Selatan




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi
rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rancangan
Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan
Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan
Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan
Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
Rencana Kerja Perubahan Perubahandisusun dan dibuat dengan
memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan direncanakan
berdasarkan tingkat wurgensi dan kesinambungan program tahun
sebelumnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan
Perubahan (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, mengingat
keterbatasan waktu, Intensitas kerja serta kemampuan vang tersedia. Untuk
itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.
Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Perubahan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilManusia Kabupaten
Pesisir Slatan Tahun 2025dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program
dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan kedepan.

Painan, 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
(11 (Pencatatan Sipil
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan

bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421). UU ini secara substansi mengamanahkan penyusunan Renja
perubahan Perangkat Daerah untuk periode tahunan guna mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah.
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memuat program, kegiatan, sub kegiatan,
lokasi dan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya penyusunan Rencana Kerja diatur oleh
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
RancanganPeraturanDaerahtentangRencanaPembangunanJangkaPanjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan menjaga kesinambungan
dan konsistensi perencanaan pembangunan penyusunan RKPD Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026.

RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
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pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun
melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dalam melaksananakan tugas dan fungsinya secara teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-  Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi
Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang
PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

£ Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah;
Undang-UndangNomor06Tahun?201 4tentangPemerintahanDesa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.




10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

Rencana Kerja Perub

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79),

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.




1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah
tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang terurai secara tepat dan
terarah pada Tingkat kebijakan, program dan kegiatan hingga indicator
kinerja serta rencana dan anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan
evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten
Pesisir Selatan dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2025,

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk
sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah DaerahKabupaten Pesisir Selatan Tahun2021-2026 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
serta untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan
Anggaran 2025 secara terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi

serta permasalahan yang perlu segera ditangani.

1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;
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BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN
2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
HKABUPATEN PESISIR SELATAN
Bab ini menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan Sipil, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN PESISIR SELATAN
Bab ini menyajikan tentang evaluasi terhadap realisasi pendanaan
rencana kerja tahun berjalan dan penjabaran perubahan rencana
kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan.

BABIV PENUTUP
Bab ini menyajikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

‘Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025




BAB II
EVALUASI RENJA
DINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Sampai dengan Tahun
2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam perencanaan strategis, evaluasi kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan langkah awal
yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan
sistem Administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan strategis
yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi
misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada Bab II ini akan dipaparkan tentang evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat pada tabel berikut:

‘Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025




TabelT-C.29 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat

J umlah okuman

perencanaan perangkat

. Target Kinerja | Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja | Target Perkiraan Realisasi
i Urusan/Bidang ke . Capaian Kinerja H:::l ProgramdanKegiatanTahun (n-2) :ropun Capaian m&
i Urusan Program 2023 an Renstra un
Pemerintahan - Program/Kegiatan/Sub Keglatan m hhm s/d : Kell-tln tahun m
Daerah . 2026 un (n-3) 2022 Realisasi | Tingkat | (renja Realisasi | Tingkat
Program /Kegia o Target Renja Realisasi | 2024 Capaian | Capaian
Renja | tahun (n-2 (%) Program | Realisasi
tahun (n- dan Target
2) Renstra
s/d Tahun| (%)
2024
1 a2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 105+7+9) | 11(10/4)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.01.01 Haerib Indikator daerah 10 . _
s Jumlah laporan
Evaluasi kinerja s e
per i dastuh ) evaluasi kinerja 8 8 24 549
2.12.01.2.01.02 angl Indikator perangkat daerah 44 8 100%
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Urusan/Bidang Indikator Kinerja Target ProgramdanKegiatanTahun (n-2)| Program | target Renstra s/d tahun
Pemerintahan | Kegiatan Program Program dan Realisasi | Tingkat | Kegiatan Realisasi Tingkat |
Daerah dan (Renstra) Keluaran s/d| Target Renja | Realisasi | (renja) Capaian Capaian |
Program /Kegiatan Tahun 2026 tahun (n-3) | Renja | tahun (n-2 (%) 2024 Program dan Realisasi
2023 | tahun (n- Kegiatan s/d
‘ o 2) Tahun 2024 | Renstra (%)
1 Sehin 2 : 3 - e | ; 6 7  8(7/6) 9 10=5+7+9) 11(10/4)
p . Jumlah orang yang
f::?;:d‘mfsalfl’ das meneriman gaji dan 437 280 280 997 47,48%
2.12.01.2.02.01] uyangan Indikator | : | tunjangan ASN 2100 274 97,85%
; Jumlah dokumen hasil
Penyediaan 2
g ; penyediaan 12 12 11 36 60%
2.12:03.2,02.00| Meommisicasi pelalaana, | e | | administrasi pelakaena 60 12 100%
ugas tugas ASN

umlah paket

0.12.01.2.06.01 | Penyediaan komponen

: Aramar : | komponen Instalasi 11 2 1 1 100% “ 7 66%
instalasi listrik Indikator Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor.
; Jumlah paket
2.12.01.2.06.02 | henyediaar gka‘*’e"a‘am“ : | peralatan dan 6 0 0 0 . . 2 66%
K tpe P Indikator perlengkapan kantor
R yang disediakan
: Jumlah paket bahan
2.12.01,2.06:04 | Fetyediann bahan : | logistik kantor yang 10 2 3 3 100% 1 6 60%
& Indikator disediakan.
. Jumlah paket barang
.160). 20608 | SREaen berang : | cetakan dan 7 2 1 1 % 1 4 71%
Indikator ggandaan yan,
penggandaan s 2
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2.12.01.207.06

Pengadaan Peralatan
dan Mesin lainnya

. Jumlah dokumen
2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan : | bahan bacaan dan 100% 9 60%
Bacaan dan Peraturan Sekiindor peraturan perundang-
Perundang-undangan undangan yang
disediakan,
F : Jumlah laporan
2.12.01.2.06.08 | Fasilitas kunjungan : | fasilitasi kunjungan 60 12 12 12 100% 12 36 60%
Indikator tamu
Jumlah laporan
2.12.01.2.06.09 ig‘;y el.’mfig e tapat : | penyelenggaraan rapat 60 12 12 12 100% 12 36 60%
konsultasi SKPD Indikator koordinasi dan
konsultasi SKPD

Jumlah unit peralatan
dan mesin lainnya yang

.12.01.209.02

; Jumlah laporan
‘;‘::yfgg::jasa ' : | penyediaan jasa 60 12 12 12 100% 12 36 60%
Komunilnat Samber Indikator komun_ikasl, s.um'ber
Pivba ki da;1 Listrik daya air dan listrik
aya. & yang disediakan
; Jumlah laporan
g:;;y ed’mum : | penyediaan jasa 60 12 12 12 100% 12 36 60%
Kan{::-mn Indikator pelayanan umum
kantor yang disediakan

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan , Biaya
pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
kendaraan Perorangan

Indikator

Jumlah Kendaraan
Dinas Pejabat yang 110 22 22 22
dipelihara.

100% 22 66 60%
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' Dinas atau Kendaraan

2.12.02.2.01.07

Dinas Jabatan
4 Jumlah Kendaraan
;:nymﬁhm ’J“g.a : | Dinas Operasional atau 110 22 22 22 100% 22 66 60%
e £ DIAYA Indikator lapangan yang

pemehhm_'aan, Pajak dipelihara.
dan Perizinan
kendaraan Dinas
operasional atau
lapangan

; Jumlah pemeliharaan
g:r"‘::.’““ i : | peralatan dan mesin 110 22 22 22 100% 22 66 60%

et ya Indikator lainnya.

. Jumlah Gedung Kantor

sﬁﬁﬂgf%é : | dan Bangunan Lainnya 5 1 1 1 100% i 3 60%
= ' ung Indikator yang Dipelihararehab.

Kantor dan bangunan
lainnya

Penerbitan Dokumen
atas hasil pelaporan
peristiwa
kependudukan

Jumlah laporan
penerbitan dokumen
atas hasil pelaporan
peristiwa

kependudukan
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; Jumlah laporan

Feveit pg:"“m"n penerbitan dokumen 12 12 12 60%
2.12.02.2.01.07 peﬁsw".”ﬂa peran. Indikator | : | atas hasil pelaporan 60 12 100%

kependudukan oo

Fasilitasi terkait Jumlah laporan hasil

g 2 fasiliasi pengelolaan
2.12.04.2.01.01| Pergelolaan informasi informasi
;dmuusd # l;m administrasikependudu
ependaou kan

Jumlah profil
b Penyusunan Profil Data ’
12.05.2.01.02 perkemt dais Indikator Lciet;per::;iudukan yang B 2 1 1 100% 1 4 80%
proyeksi
kependudukan serta
kebutuhan
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

a. KepalaDinas;

b. Sekretariat:
* Sub Bagian Keuangan;
* Sub BagianUmum dan Kepegawaian;
* Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
* Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pencatatan Sipil:
* Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
* Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024
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Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang
telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan
perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan
utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan
efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat,
menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota
yang harus dilaksanakan yaitu :

* Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

* Pelayanan Pencatatan Sipil;

* Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian
data base kependudukan kabupaten/kota; dan
* Penyusunan profil kependudukan Kabupaten /Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Penerbitan kartu keluarga;
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-el);

. Penerbitan kartu identitas anak (KIA);

. Penerbitan surat keterangan pindah WNI;

. Penerbitan surat keterangan datang WNI;

. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;

. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;

© 0 N O 0 A W

. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
10. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan:

11. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan;
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12. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;

13. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian;

14. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;

15. Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
16. Pencatatan pengangkatan anak;

17. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;

18. Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;

19. Legalisasir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

20. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
21. Surat Keterangan Tempat Tinggal
22. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam kapasitasnya sebagai
institusi  pelayananan  publik khususnya bidang  Administrasi
Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil).
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TabelT-C.30 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KabupatenPesisir Selatan
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Proyeksi Catatan
Indikator SPM/standar Capaian Analisis
Nasional 2023 2024 2025 2026 2023 | 2024 | Tahun | Tahun
2025 2026
Nilai AKIP Perangkat Daerah Terwujudnya 89 90 90 90 89,49 | 89,90 90 85,20
Reformasi
Nilai Kematangan Inovasi PD Birokrasi yang 100 100 80 81 87 66 79 81
Berkinerja Tinggi
Indeks kepuasan Masyarakat 84 84 84 84 90,99 | 91,50 92 8
Cakupan Layanan Adminduk d
e e 100 100 9235 | 9250 | 100 | 9231 03 92,5
Capil
Rasio Penduduk ber KTP
0,995 0,996 0,996 0,997 | 0,993 | 0,995 | 0,996 0,997
Cakupan Penerbitan KTP
SR i o7 97,5 97,6 97,8 | 97,07 | 99,50 | 9737 97,8
Elektronik
c Perekaman KTP el
Sipan Fercimmen RTP ¢ v 97,50 | 97,55 | 9760 | 9765 | 97,51 | 99,50 | 97,37 | o7es
Jumlah Anak usia 0-17 tah
S e s Raas N 40 50 60 62 40,00 | 62,54 | 5581 62
memiliki KIA
Cak K ilikan Akta
i N 99,10 | 9920 | 9930 | 9940 | 9936 | 99,39 | 9975 | 99,80
Kelahiran
Jumlah OPD yang telah memiliki
memanfaatkan data kependudukan v 5 e 4 £ - ¥ P -
Dokumen Profil kependudukan
Ly, 1 1 1 1 1 1 1 1
yang dihasilkan
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2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta
kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat diturunkan
sebagai berikut:
1. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran
penduduk, pencatatansipil, pengolahan/pemanfaatan data dan

informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem, yaitu SIAK.

2. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.

3. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.

4. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah,
murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.

5. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi
kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
(penanggulangan kemiskinan, dli).

7. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

8. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan
pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dampak permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan
serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung visi misi Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak permasalahan yang dapat
mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
seperti Tabel 2.3.
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Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Tabel 2.3

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

MasalahPokok

Masalah

AkarMasalah

IsuStartegis

Kualitas Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
dan Pelayanan
Pencatatan Sipil belum

Pelayanan Pendaftaran
PendudukdanPelayanan
Pencatatan Sipil masih
terpusat di kantor

Kurangnya jumlah SD
yang terampil

optimal Disdukceapil Masih perlunya
peningkatan
" pelayanan
Pemanfaatan data Terdapat OPD yang belum OPDmasihmerasa publicdan
o | kependudukanolehOPD mengajukkan permohonan | belum  memerlukan penyelenggaraan
maupuninstansilayanan PKS Pemanfataan Data aksespemanfaatan pemerintahan
publik lainnya belum optimal | Kependudukan data kependudukan daerah, dalam
rangka
Aplikasi SIAK mendljlkung
terpusat dari pusat PetwaIl glan
Inovasi pada pelayanan Inovasi hanya terbatas yang merupakan reformasi
pendaftaranpendudukdan pada sebagian kecil dari mandatort Ditas birokrasi.

pelayananpencatatansipil
belum optimal

seluruh proses pelayanan
administrasi
kependudukan

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Seluruhlndonesia

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

1. Dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan
oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan
masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan
global tersebut akan berdampak semakin mendesaknya kebutuhan
pemanfaatandata kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan
publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian
dan perpajakan.

2. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data
kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database
kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan
Kabupaten /Kota.

b. Adanya pengembangan inovasi Implementasi Identitas Kependudukan

Digital yang tengah diuji cobakan di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan.




2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan
KUA- PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan yang sifatnya sebagai
pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pesisir Selatan
yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan.

Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dibuat
dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Rancangan
RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program
dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Secara garis

besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai

dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4.




Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RencanaKerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No Rancanagan Perubahan RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catat
an
Penti
Program/Kegi atan/Sub ) Pagu Program/Kegi . Pagu Indikatif ng
Kegiatan Lokasi Ikt Keneria Torge: Indikatif atan/Sub Kegiatan Lokasi Indikatos ¥cga gt APBD
Capaian APBD Capaian
Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase 100%
6T .981.567.40):
PROGRAM Selatan | ketercapaian 4.981.967.40 PROGRAM Sclatan ketercapatan HFSLDO7IR02
PENUNJANG URUSAN penunjang ® PENUNJANG penunjang urusan
PEMERINTAHAN urusan URUSAN pemerintahan
DAERAH pemerintahan PEMERINTAHAN daerah
KABUPATEN/KOTA daerah DAERAH
KABUPATEN/KO
TA

Pesisir Jumlah dokumen 100% Pesisir Jumlah dokumen 100%
Perencana, Selatan perencanaan, 44.502.000 Perencana, Selatan perencanaan, AER3.000
Penganggaran dan penganggaran dan Penganggaran dan penganggaran dan
evaluasi kinjera evaluasi kinerja evaluasi kinjera evaluasi kinerja
perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah

Pesisir Jumlah dokumen _ § Pesisir Jumlah dokumen 5
Penyusunan dokumen — perencanaan ~ Penyusunan o perencanaan perangkat ~
perencanaan perangkat perangkat daerah dokumen daerah
daerah perencanaarn

perangkat daerah
i Pesisir Jumlah Taporan 28 R Pesisir Jumlah Taporan evaltiasi 78
Evaluasi kinerja p— evaluasi kinerja 44.509.000 Evaluasi kinerja s kinerja perangkat daerah 44.509.000
perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah
Administrasi Pesisir Persentase tertib 100% Administrasi Pesisir Persentase tertib 100%
2.421.843.40 2.421.843.401
keuangan perangkat Selatan administrasi keuangan Selatan administrasi
daerah keuangan : perangkat daerah keuangan
: & Pesisir Jumlalr orang yang 280 o Pesisir Jumlah orang yang 280
Penyediaan gaji dan Selatan | Meneriman gaji dan 2.325.563.40 Penyediaan gaji dan Sitias meneriman gaji dan 2.325.563.401
tunjangan ASN tunjangan ASN 1 tunjangan ASN tunjangan ASN
j ’ ; Pesisir Jumlah dokumen 12 J Pesisir Jumlah doktimen hasil 12
Penyediaan administrasi Selatan | Dasil penyediaan 96.280.000 Penyediaan G penyediaan administrasi 96.280.000
pelaksana tugas ASN administrasi administrasi pelaksana tugas ASN
pelaksana tugas pelaksana tugas ASN
ASN
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Administrasi umum Pesisir Persentase tertib 100% Administrasi Pesisir Persentase tertib 100%
perangkat daerah Selatan administrasi SRt O umum perangkat Selatan admianistrasi umum N0
umum daerah
Sl Pesisir Jumlah paket 3 y Pesisir Jumlah paket kKomponen a
yediaan komponen Sclatan komponen Instalasi 5.925.524 Penyediaan ek Instalasi Listrik/ 5.925.524
instalasi listrik Listrik/ Penerangan komponen instalasi Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor. listrik Kantor.
- Pesisir Jumlah paket 2 Pesisir Jumlah paket peralatan 2
Penyediaan peralatan Sk peralatan dan 6.560.250 Penyediaan . dan perlengkapan kantor 6.560.250
dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor peralatan dan yang disediakan
yang disediakan perlengkapan kantor
) Pesisir | Jumlah paket bahan a i Pesisir Tumilah paket bahar 5
Penyediaan bahan Sl logistik kantor yang 764.470.186 Penyediaan bahan —— logistik kantor yang 764.470.186
logistik kantor disediakan. logistik kantor disediakan.
Pesisir Jumlali paket 4 ; Pesisir Jumlah paket barang 4
Penyediaan barang Sitiar barang cetakan dan 13.270.000 Penyediaan barang —— cetakan dan 13.270.000
cetakan dan penggandaan vang cetakan dan penggandaan yang
penggandaan disediakan. penggandaan disediakan.
) Pesisir Jumlah dokumen B ] Pesisir Jumlah dokumen bahan 3
Penyediaan Bahan i bahan bacaan dan R Penyediaan Bahan o bacaan dan peraturan -
Bacaan dan Peraturan peraturan Bacaan dan perundang-undangan
Perundang-undangan perundang- Peraturan yang disediakan.
undan, Vi
disedi ganl yeng Perundang-
undangan
. Pesisir Jumlah Taporan 12 i ; Pesisir Jumlah Taporan fasilitast 12
Fasilitas kunjungan fasilitasi kunjungan 3.300.000 Fasilitas kunjungan kunjungan tamu 3.300.000
Selatan Selatan
tamu tamu tamu
Pesisir Jumlah Iaporarn 12 Pesisic Jumlah laporan 12
Penyclenggaraan rapat Selatan | Penyelenggaraan 173.776.500 Penyelenggaraan s penyelenggaraan rapat 173.776.500
koordinasi dan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi SKPD konsultasi SKFD konsultasi SKPD konsultasi SKPD
Pesisir Persentase 100% Pesisir rsentase 100%
Pengadaan Barang Milik Selatan | Ketersediaan 123.076.157 Pengadaan Barang s ketersediaan barang 123.076.157
Daerah Penunjang barang milik Milik Daerah milik daerah
Urusan Pemerintah daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah
Pesisir Jumlah unit 5 Pesisir Jumlah wnit peralatan 5
Pengadaan Peralatan dan Selatan | Peralatan dan mesin 123.078.157 Pengadaan Peralatan g dan mesin lainnya yang 123.078.157
Mesin lainnya lainnya yang dan Mesin lainnya disediakan
disediakan
Pisvedinam 2 Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase 100%
ayediaan Jasa Selatan | Ketersesuaian Jasa 1.245.557.38 Penyediaan Jasa s Ketersesualan Jasa 1.245.557.384
Penunjang Urusan Penunjang Urusan i3 Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah
) Pesisir Jumlah Taporan 12 ) Pesisir Jumlah Taporan 12
Sub Kegiatan Penyediaan penyediaan jasa 102.847.747 Sub Kegiatan penyediaan jasa 102.847.747
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Jasa Komunikasi, Selatan | Komunlkasi, sumber Penyediaan Jasa Selatan komunikasl, sumber
daya air dan listrik : daya air dan listrik yang
Sumber Daya Air dan yang Komunikasi, Sumber di L
Listrik Daya Air dan Listrik
: Pesisir Jumlah Taporan 12 Pesisir Jumlah Taporan 12
Penyediaan Jasa —— penyediaan jasa 1.142.709.63 Penyediaan Jasa * penyediaan jasa 1.142.709.637
Pelayanan Umum Kantor pelayanan umum 7 Pelayanan Umum pelayanan umum kantor
kantor yang Kantor yang disediakan
disediakan
Pesisir ntase 100% Pesisir Persentase 100%
Pemeliharaan Barang e Terpeliharanya 163.860.000 Pemeliharaan o Terpeliharanya Barang 163.860.000
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Barang Milik Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
5 Pesisir Jumlah Kendaraan 1 ; Pesisir Jumlah Kendaraan 1
Sub Kegiatan Penyediaan 3 Dinas Pejabat yang 40,740,000 Sub Kegiatan = Dinas Pejabat yang 40.740.000
Jasa Pemeliharaan , dipelihara. Penyediaan Jasa dipelihara.
Biaya pemeliharaan, Pemeliharaan , Biaya
Pajak dan Perizinan pemeliharaan, Pajak
kendaraan Perorangan dan Perizinan
Dinas atau Kendaraan kendaraan
Dinas Jabatan Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pesisir Jumlah Kendaraan 22 Pesisir Jumlah Rendaraan 22
Penyediaan Jasa Slatan Dinas Operasional 69.850.000 Penyediaan Jasa ot Dinas Operasional atau 69.850.000
Pemeliharaan , Biaya : atau lapangan yang Pemeliharaan , Biaya lapangan yang
pemeliharaan, Pajak dan dipelihara. pemeliharaan, Pajak dipelihara.
Perizinan kendaraan dan Perizinan
Dinas operasional atau kendaraan Dinas
lapangan operasional atau
lapangan
Pesisir Jumlah 22 Pesisir Jumlah pemeliharaan 22
Pemeliharaan peralatan o pemeliharaan 30.950.000 Pemeliharaan PP, peralatan dan mesin 30.950.000
dan mesin lainnya peralatan dan mesin peralatan dan mesin lainnya.
lainnya. lainnya
Pesisir | Jumlah Gedung 1 Pesisir Jumlah Gedung Kantor 1
Pemeliharaan / Selatay | Kantor dan 22.320.000 Pemeliharaan / N dan Bangunan Lainnya 22.320.000
Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya Rehabilitasi Gedung yang Dipelihararehab.
Kantor dan bangunan Yang Kantor dan
Dipelihararchab.
lainnya bangunan lainnya
Pesisir Rasio 0,996 Pesisir Rasio Penduduk 0,996
PROGRAM Selatan | Penduduk Ber #2020 PROGRAM Selatan Ber KTP s
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PENDAFTARAN KTP PENDAFTARAN
PENDUDUK PENDUDUK
70 L
Rasio Penduduk yang Rasio Penduduk yang
memiliki KIA memilild KIA
Pesisir Persentase 74% Pesisir Persentase Penerbitan 74%
PelayananPendaftaran Selatan Penerbitan it PelayananPendaft Selatan Dokumen Pendaftaran A
Penduduk Dokumen aran Penduduk Penduduk
Pendaftaran
Penduduk
) Pesisir Jumlahi Taporan 12 ) Pesisir ~Jumilah Taporam 12
Penerbitan Dokumen i penerbitan dokumen 4.240.500 Penerbitan Dokumen Hckbur penerbitan dokumen 4.240.500
atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan
peristiwa kependudukan peristiwa peristiwa peristiwa kependudukan
kependudukan
e kependudukan
Pesisir Cakupan 98 Pesisir Cakupan Dokumen 98
PROGRAM Selatan | Dokumen e S PROGRAM Selatan Pencatatan Sipil S39L000
PENCATATAN SIPIL Pencatatan PENCATATAN
Sipil SIPIL
Pesisir Persentase 98% Pesisir Persentase Penerbitan 98%
3.531.000 3.531.000
Pelayanan Pencatatan Selatan Penerbitan Pelayanan Selatan Dokumen Pendaftaran
Sipil Dokumen Pencatatan Sipil Penduduk
Pendaftaran
Penduduk
Pesisir Jumlah Taporan 12 Pesisir Jumlah Taporan 12
Pencatatan, ko penerbitan dokumen 3.531.000 Penerbitan Dokumen Sielatan penerbitan dokumen 3.531.000
Penatausahaan dan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan
Penerbitan Dokumen peristiwa peristiwa peristiwa kependudukan
kepe dukan
Atas Pelaporan Peristiwa ependy kependudukan
Penting
Pe. dan Pesisir Persentase - ) P diis Pesisir Persentase - )
Selatan Pembinaan dan Selatan Pembinaan dan
P Pe;
engawasan ‘wasan
i Py - l’e:::‘a Sipil
Pencatatan Sipil A Pencatatan Sipil atatom Sipt
Sipil
PROGRAM Pesisir Persentase 97,60 i} PROGRAM Pesisir Persentase 97,60
Selatan Penurunan T645. 000 Selatan Penurunan Data Feasa08
PEGELOLAAN PEGELOLAAN
INFORMASI B INFORMASI s
ADMINISTRASI Mopemdwiakan ADMINISTRASI e L
KEPENDUDUKAN yang HKEPENDUDUKAN
bermasalah
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Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase Pengolah 100%
Penyelenggaraan Selatan Pengolah data Fi645.500 Penyelenggaraan Selatan data dalam kondisi :645:900
Pengelolaan Informasi dalam kondisi Pengelolaan baik
Administrasi baik Informasi
Kependudukan Administrasi

Kependudukan
i Jumlah Ta; ) i umlah laporan hasil .
Fasilitasi terkait z:::n h:;-h Mlgz:;m P 7.645.500 Fasilitasi terkait :;::n }Lam':;: pepncgelolaan o 7.645.500
pengelolaan informasi pengelolaan pengelolaan informasi
administrasi informasi informasi administrasikependuduk
kependudukan zﬂmm administrasi a8
kependudukan

Pesisir Dokumen - Pesisir Dokumen Profil -
PROGRAM Selatan Profil B PROGRAM Selatan Kependudukan -
PEGELOLAAN PROFIL Kependudukan PEGELOLAAN yang dihasilkan
KEPENDUDUKAN yang PROFIL

dihasilkan KEPENDUDUKAN
Pesisir Persentase - Pesisir Persentase Validitas -
Penyusunan Profil Selatan Validitas database ) Penyusunan Profil Selatan database B
Kependudukan kependudukan Kependudukan kependudukan
Penyusunan Profil Data :::n i:m yang ’ = Penyusunan Profil ::Z:rn i::l:ldlugr:kn;n_vang ) =
perkembangan dan diterbitkan Data perkembangan diterbitkan
proyeksi kependudukan dan proyeksi
serta kebutuhan kependudukan serta
kebutuhan
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2.5 Penelaahan Usulan Programdan Kegiatan Masyarakat

Pada Musrenbang yang dilaksanakan tahun 2024 untuk usulan
program kegiatan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan tidak
ada usulan-usulan yang disampaikan namun Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupakan OPD pendukung Program dan Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupukan Dinas yang melaksanakan dasar dari
pelayanan dasar yang melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu tanda elektronik
elektrinik, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen kependudukan tersebut
merupakan syarakat mutlak yang harus dimiliki oleh penduduk untuk
mendapatkan layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,
seperti untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

N T-H 1L

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan bidang Administrasi Kependudukan, yang tidak memiliki

usulan yang lahir melalui musrenbang
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BAB 111
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 3 yang implementasi diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Esensi dari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
adalah pengakuan Negara dan perlindungan terhadap hak sipil dan status
hukum penduduk dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
sehingga tertib administrasi dibidang kependudukan merupakan kata
kunci dalam memberikan hak-hak sipil dan status hukum penduduk.

Dalam upaya mencapai tertib administrasi dibidang kependudukan,
ada 3 hal pokok sasaran kebijakan pembangunan nasional yang tertuang
dalam RPJMN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- Data base kependudukan
- Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- Dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Capil dli)

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 | Penyusunan Database APBN Tersentralisasi secara
nasional

2 Penerbitan NIK APBN Tersentralisasi secara
nasional

3 | Dokumen APBN Standard Nasional

Kependudukan
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Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini
dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Jangka panjang, jangka
menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu
“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur® yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka
menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka
menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi
“Mewujudkan Indonesia Yang  Berdaulat, Makmur, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 agenda
pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan;

2. Menembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim;

7. Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan

dan transportasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan SipilKabupaten Pesisir Selatan merujuk pada arah dan
kebijakan RKPD Tahun 2025 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Sejalan dengan kebijakan

RPJMD pada misi ke-1 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran pembangunan




pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 diuraikan pada
tabel sebagai berikut :
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Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2025
Target
Target Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kinerja Setelah
Awal Perubaha
n
Meningkatnya Indeks Kepuasan B
Kepuasan Pelayanan di Bidang B
Pelayanan di 2dmin55tga?ian
id ependudu
i‘i one irasi |1 Terwujudnya A (85)
Yo Pemerintahan Nilai AKIP Perangkat A(90
Kependuduka yang Akuntabel | Daerah )
n dan Berkinerja
2. Meningkatnya L 80
kualitas inovasi | Nilai Kematangan 80
daerah Inovasi
3. Meningkatnya 92
keterbulkaan glldeks Kepuasan 92
informasi dan Ay .
Pelayanan 92,33
Publik Cakupan Layanan 93
Adminduk dan Capil

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegitan yang akan dilaksanakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pesisir Selatan tahun 2025,
merupakan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dapat menunjang
pencapaian indikator sasaran tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Pesisir
Selatan. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun disesuaikan
dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pesisir
Selatan. Didalam tahapan penyusunan program , kegiatan dan Sub
Kegiatan tersebut dijelaskan bahwa jika rumusan program , kegiatan dan
Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik
jenisprogram/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka
akan dilakukan perbaikan terhadap program, kegiatan dan sub Kegiatan
yang tersaji dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.
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Tabel 3.3
Rumusan rencana program dan kegiaan

Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ode Urusan/Bidang Urusan | Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 Catatan Setelah Perubahan Tahun
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penting 2025
Program/Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) @) (10)
2 URUSARP“ERINTAHAHWAJIBYANGTIDAK.BERKAIT Dinas 5.052.707.571 4.981.567.402
ANDENGAN PELAYANAN DASAR Dukeapil
Pesisir
Selatan
2.12 URUSANPEMERINTAHANBIDANGADMINISTRASIKEPE Dinas 5.052.707.571 4.981.567.402
NDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dukcapil
Pesisir
Selatan
Persentase Dinas 100% S APBD 100% 4081 St Ao
PROGRAM ketercapaian . -471.648.271 -981.567.
2.12.01 PENUNJANG URUSAN penunjang Duleeapit
PEMERINTAHAN urusan Pesisir
DAERAH pemerintahan Selat
KABUPATEN/KOTA daerah i
Jumlah dokumen Dinas 100% APBD 100%
2.12.01.2.01 Perencana, perencanaan, Dikcanil 66.982.800 44.509.000
Penganggaran dan penganggaran dan o
evaluasi kinjera evaluasi kinerja Pesisir
perangkat daerah perangkat daerah Selitan
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Penyusunan dokumen gﬁacﬁ:;umcn Dinas - - APBD ° .
2.12.01.2.01. | Perencanaan perangkat perangkat daerah Dukcapil
daerah po
01 Pesisir
Selatan
s W Jumlah laporan Dinas 28 APBD 28
i evaluasi kinerja , 66.982.800 44.509.000
2.12.01.2.,01. | Perangkat daer, perangkat daerah Dukcapil
02 Pesisir
Selatan
Administrasi Persentase tertib Dinas 100% . APBD 100% LN
v . .0 ; 4 g
2.12.01.2.02 keuangan perangkat administrasi Dukeapil
daerah keuangan
Pesisir
Selatan
. o Jumlah orang yang Dinas 280 APBD 280
Penyediaan gaji dan meneriman gaji dan , 2.409.395.070 2.325.563.401
2.12.01.2.02. | tunjangan ASN tunjangan ASN Dukeapil
o1 Pesisir
Selatan
. e ; Jumlah dokumen Dinas 12 APBD 12
Penyediaan administrasi hasil penyediaan ‘ 97.200.000 96.280.000
2.12.01.2,02. | Pelaksana tugas ASN achuirtistast Dukcapil
02 pelaksana tugas ASN Pesisir
Selatan
Administrasi umum Persentase tertib Dinas 100% APBD 100%
2.12.01.2.06 | perangkat daerah administrasi umum Dukeapil 391.589.960 967.302.460
Pesisir
Selatan
; Jumlah paket Dinas 3 APBD 3
2.12.01.2.06.0 .P"’gl"d‘??.“h’_‘i‘l’{mmm komponen Instalasi il 5.925.524 5.925.524
1 ol Listrik/ Penerangan Dukcap.
Bangunan Kantor. Pesisir
Selatan
! Jumlah paket Dinas 2 APBD 2
2.12.01.2.06.0 g""y"d'fa“ peralatan peralatan dan - 6.560.250 6.560.250
2 k:nn tg:r engkapan perlengkapan kantor Dukeapil
yang disediakan Pesisir
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Selatan

Pesrmdisan bk Jumlah paket bahan Dinas 4 APBD 4
2.12.01.2.060 | | .gﬁk i logistik kantor yang P 54.487.186 764.470.186
4 gl L disediakan. P
Pesisir
Selatan
: Jumlah et baran, Dinas + APBD 4
2.12.01.2.06.,0 | Penyediaan barang s e i g 13.270.000 13.270.000
oy Saak takan dan Dukcapil
5 = 4 penggandaan yang
penggandaan disediakan. Pesisir
Selatan
s Jumlah dokumen Dinas - APBD -
2201080 | Freecines Behan bahan bacaan dan _ 5.400.000 y
acaan dan Peraturan e 4 Dukcapil
9 Perundang-undangan e .
ang & undangan yang Pesisir
disediakan. Selatan
ot ; Jumlah laporan Dinas 12 APBD 12
2.12.01.2.06.0 | Fasilitas kunjungan fasilitasi kunjungan _ 7.062.000 3.300.000
tamu Dukeapil
8 tamu
Pesisir
Selatan
Penyelenggaraan rapat Jumlah laporan Dinas 12 . APBD ) NE——
2.12.01.2.06.0 i penyelenggaraan X : X .776.
=] l}:oordjlnaslx (Siﬁrrl’D rapat koordinasi dan Dukeapil
LU konsultasi SKPD Pesisir
Selatan
Persentase Dinas 100% APBD 100%
2.12.01.207 | Pengadaan Barang ketersediaan barang | | 64.624.500 123.076.157
milik daerah %
Penunjang Urusan Pesisir
Pemerintah Daerah
Selatan
Jumlah unit Dinas 5 APBD 5
2.12.01.207.0 Z:‘:f;dzf‘:lp‘?’a‘a;“ peralatan dan mesin e 64.624.500 123.078.157
6 el Heliny lainnya yang P!
disediakan Pesisir
Selatan
Persentase Dinas 100% APBD 100%
Penyediaan Jasa Ketersesuaian J - 1.126.709.637 1.245.557.384
2.12.01.208 St U esu asa Dol
jang Urusan Penunjang Urusan o
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
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Daerah Pesisir
Selatan
) Jumlah laporan Dinas 12 APBD 12
Sub Kegiatan penyediaan jasa , 143.876.304 102.847.747
Faey edfi:n‘Jgsa b komunikasi, sumber Dukcapil
Komun! 8 el daya air dan listrik Pesisir
Daya Air dan Listrik yang disediakan
Selatan
5 Jumlah laporan Dinas 12 APBD 12
Penyediaan Jasa penyediaaﬁojasa ) 1.126.709.637 1.142.709.637
Pelayanan Umum pelayanan umum Dukcapil
Kantor k{antqr yang Pesisir
e Selatan
Persentase Dinas 100% APBD 100%
2.12.01.209 Pemeliharaan Barang Terpeliharanya , 176.670.000 163.860.000
: Milik Daerah Barang Milik Daerah Dukcapil
Penunjang Urusan Paglisis
Pemerintahan Daerah
Selatan
Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas 1 AR B0 APBD 1 P ——_—.
i i 40. s . i
2.12.01.209.0 Penymdinan Joi gimas Pejabat yang Dukcapil
2 - : pelihara.
Pemeliharaan , Biaya R
pemeliharaan, Pajak 3
dan Perizinan Selatan
kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
y Jumlah Kendaraan Dinas 22 APBD 22
Penyediaan Jasa Dinas Operasional : 95.300.000 69.850.000
Pemeliharaan , Biaya Dukcapil
lih Paiak atau lapangan yang
pemeliharaan, Paj dipelihara. Pesisir
dan Perizinan
kendaraan Dinas Selatan
operasional atau
lapangan
: Jumlah pemeliharaan Dinas 22 APBD 22
Pemeliharaan peralatan perzal.taltarl::e dan mesin " 25.800.000 30.950.000
dan mesin lainnya lainnya Dukcapil
Pesisir
Selatan
; Jumlah Gedu Dinas 1 APBD 1
Pemeliharaan / Mot s n B:fgunan ' 25.800.000 22.320.000
Rehabilitasi Gedung Lainnya Dukcapil
Kantor dan bangunan T i
e yang Dipelihararehab. Pesisir
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Selatan

Rasio Penduduk Dinas 0,996 APBD 0,996
PROGRAM Ber KTP " 26.592.750 4.240.500
2.12.02 PENDAFTARAN Dukcapil
PENDUDUK Pesisir
Selatan
Rasio Penduduk yang | Dinas 70 APBD 70
memiliki KIA Dukcapil
Pesisir
Selatan
Persentase Dinas 74% APBD 74%
2.12.02.2.01 | PelayananPendaftara Penerbitan Dukcapil 26.592.750 4.240.500
n Penduduk Dokumen
Pendaftaran Pesisir
Penduduk Gatabais
- Jumlah laporan Dinas 12 APBD 12
Penerbitan Dokumen penerbitan dokumen ; 26.592.750 4.240.500
atas hasil pelaporan ; Dukcapil
2.12.02.2.01. ristiwa kependuduka. atas hasil pelaporan
o7 £ SR peristiwa Pesisir
k duduk
SRS Selatan
Cakupan Dinas 98 APBD 98
PROGRAM Dokumen . 521.992.750 3.531.000
2.12.03 PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil Bl
Pesisir
Selatan
Persentase Dinas 98% APBD 98%
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Penerbitan it 21.992.750 3.531.000
Sipil Dokumen Dukcapi
Pendaftaran Pesisir
Penduduk Selatics
Jumlah dokumen Dinas 12 APBD 12
xggsat?z?ﬁa an i hasil Pencatatan, Pukoarl 21.992.750 3.531.000
2.12.03.01.0 | [ehaBesa e " Penausahaan dan s
i i Penerbitan Dokumen isi
l!\:'t,as'Pelmporan Peristiwa Atas hasil Pelaporan Pesisir
cHang Peristiwa Penting Selatan
: Persentase Pembinaan Dinas &
Pembinaan dan
2.12.03.203 dan Pengawasan . 500.000.000 -
::5:::“‘“ pencatag‘n sipil Dukcapil
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pencatatan sipil Pesisir
Selatan
) A ; Jumlah laporan Dinas 1 2
212032030 | Dimbingan teknis bimbingan teknis . 500.000.000 -
4 terkait pencatatan sipil terkaot pencatatan Dukcapil .
sipil Pesisir
Selatan
Persentase Dinas - APBD -
PROGRAM Penurunan Data ; 4 -
2.12.04 PEGELOLAAN Kependudukan Dukeapil
INFORMASI yang bermasalah Pesisir
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN e
Persentase Dinas 97,60 APBD 97,60
2.12.04.2.01 | Penyelenggaraan Pengolah data Bukeipil 7.645.500 7.645.500
Pengelolaan dalam kondisi baik
Informasi Pesisir
Administrasi
Kependudukan Selatan
G z Jumlah laporan hasil Dinas 100% APBD 100%
Fasilitasi terkait P
a:g:zlo];me:rmmrmasi fasiliasi pengelolaan Dulicanil 7.645.500 7.645.500
2.12.04.2.01. g;ministmi informasi P
01 RKependudislcan z;:l(?limstramkependud Pesisir
Selatan
Dokumen Profil Dinas 12 APBD 12
PROGRAM Kependudukan : 7.645.500 7.645.500
2.12.05 PEGELOLAAN PROFIL yang dihasilkan Rkeapil
KEPENDUDUKAN Pesisir
Selatan
Persentase Dinas - APBD -
2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Validitas database Dukcapil = -
Kependudukan kependudukan e
Pesisir
Selatan
Jumlah profil Dinas - APBD =
2.12.05.2.01.0 g’;’}{;‘;‘;:na“ ai";‘;?am kependudukan yang . ! -
4 proyeksi kegendudukan ST St i
serta kebutuhan Pesisir
Selatan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025




BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan
penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan
kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak lain dalam rangka
menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan
tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang daerah sebagai
operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya. Dengan terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025 sudah
disesuaikan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Pada Renja Perubahan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipilmempunyai Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program sebanyak 4, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
b. Kegiatan sebanyak 9, yaitu :
1. Kegiatan Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
pemerintah Daerah;

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah;

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan

Pemerintah Daerah;

7. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
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8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
c. Sub Kegiatan sebanyak 20, yaitu :
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi dan Pelaksaan tugas ASN
Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

PRI RS 6K e

Fasilitasi Kunjungan Tamu

fa—y
e

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

—_—
[y

. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

—
b

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b
w

. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

—
'S

. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan

15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

17. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

18. Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan

19. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa

Penting

20. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
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TABEL 4.1
PERUBAHAN RENCANA PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025

No Rancanagan Perubahan RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program /Kegi atan/Sub Pagu Program /Kegi Pagu Indikatif
Kegiatan Lokasi SEII0 Knesg i Indikatif atan/Sub Kegiatan Lokasi Wit Kt Toger APHD
Capaian . Capaian

Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase 100%
PROGRAM Selatan | ketercapalan 36156790 PROGRAM Selatan ketercapalan AL
PENUNJANG URUSAN penunjang 4 PENUNJANG penunjang urusan
PEMERINTAHAN urusan URUSAN pemerintahan
DAERAH pemerintahan PEMERINTAHAN daerah
EABUPATEN/KOTA daerah DAERAH

KABUPATEN/KO
TA

Pesisir Jumlah dokumen 100% Pesisir Jumlah dokumen 100%
Perencana, Selatan perencanaan, 4.309.000 Perencana, Selatan perencanaan, bt
Penganggaran dan penganggaran dan Penganggaran dan penganggaran dan
evaluasi kinjera evaluasi kinerja evaluasi kinjera evaluasi kinerja
perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah

Pesisir Jumlah dokumen - Pesisir Jumlah dokumen =
Penyusunan dokumen e perencanaan Penyusunan ki perencanaan perangkat .
perencanaan perangkat perangkat daerah dokumen daerah
daerah perencanaan

perangkat daerah
isi Jumlah Tan p isi Jumlah Taporan evaluasi :
Evaluasi kinerja ;::::n cvall.lasill‘::il:crja i 44.509.000 Evaluasi kinerja :::::n kineljhah pe:':lgkat daerah = 44.509.000
perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah
Administrasi Pesisir Persentase tertib 100% Administrasi Pesisir Persentase tertib 100%
keuangan perangkat Selatan administrasi dAaLtda N keuangan Selatan administrasi i
daerah keuangan L perangkat daerah keuangan
. Jumlah orang van, ; Jumlah oran

Penyediaan gaji dan :::::n meneriman gﬁf: dai i 2.325.563.40 Penyediaan gaji dan :sl::n meneriman g;f?l[;i = 2.325.563.401
tunjangan ASN tunjangan ASN 1 tunjangan ASN tunjangan ASN
Penyediaan administrasi AN mcff;? - 96.280.000 Penyediaan S ;ﬁ&?ﬂﬂi - 96.280.000
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pelaksana tugas ASN Selatan adminisirasi administrasi Selatan pelaksaria tugas ASN
ot tges pelaksana tugas ASN
ASN
Administrasi umum Pesisir Persentase tertib 100% Administrasi Pesisir Persentase tertib 100%
perangkat daerah Selatan administrasi FRAI02460 umum perangkat Selatan administrasi umum HT AR
umum daerah
Pesisir Jumlah paket 3 Pesisir Jumilah paket kKomponien 3
Penyediaan komponen e komponen Instalasi 5.925.524 Penyediaan e Instalasi Listrik/ 5.925.524
instalasi listrik Listrik/ Penerangan komponen instalasi Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor. listrik Kantor.
Pesisir Jumlah paket 2 ) Pesidr Jumlah paket peralatan 2
Penyediaan peralatan St peralatan dan 6.560.250 Penyediaan R dan perlengkapan kantor 6.560.250
dan perlengkapan kantor : perlengkapan kantor peralatan dan vang disediakan
yang disediakan perlengkapan kantor
i Pesisir Jumlah paket bahan 4 ) Pesisir Jumlah paket bahan 4
Penyediaan bahan e logistik kantor yang 764.470.186 Penyediaan bahan - logistik kantor yang 764.470.186
logistik kantor disediakan. logistik kantor disediakan.
) Pesisir Jumlah paket 7 Pesisir Jumlah paket barang b
Penyediaan barang Selatan | PAYANE cetakan dan 13.270.000 Penyediaan barang cetakan dan 13.270.000
cetakan dan penggandaan yang cetakan dan penggandaan yang
penggandasn disediakan. penggandaan disediakan.
Pesisir Jumlah dokumen - : Pesisir Jumlah dokunmen bahan -
Penyediaan Bahan oy bahan bacaan dan - Penyediaan Bahan - bacaan dan peraturan p
Bacaan dan Peraturan peraturan Bacaan dan perundang-undangan
Perundang-undangan perundang- Peratiran yang disediakan.
undangan yang
disediakan. Fesindang:
undangan
- y Pesisir Jumlah Taporan 12 - Pesisic Jumlah Taporan Tasilitast 12
Fasilitas kunjungan fasilitasi kunjungan 3.300.000 Fasilitas kunjimgen kunjungan tamu 3.300.000
Selatan Selatan
tamu tamu tamu
Pesisir Jumlah Taporan 12 Pesisir Jumlah laporan 12
Penyelenggeraan rapat Selutars penyelenggaraan 173.776.500 Penyelenggaraan — penyelenggaraan rapat 173.776.500
koordinasi dan % rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi SKPD konsultasi SKPD konsultasi SKPD konsultasi SKPD
Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase 100%
Pengadaan Barang Milik Selatan | ketersediaan 128.076.157 Pengadaan Barang i ketersediaan barang 123.076.157
Daerah Penunjang barang milik Milik Daerah milik daerah
Urusan Pemerintah daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah
Pesisir Jumlah anit 5 Pesinlr Jumlah tinit peralatan 5
Pengadaan Peralatan dan L peralatan dan mesin 123.078.157 Pengadaan Peralatan e dan mesin lainnya yang 123.078.157
Mesin lainnya lainnya vang dan Mesin lainnya disediakan
disediakan
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Pesisir Persentase 100% e Pesisir Persentase 100%
Penyediaae Jasa Selatan | Ketersesualan Jasa 1.245.557.38 Penyedlaan Jusa Bl Ketersesualan Jasa 1.245.557.384
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 4 Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah —
e ) Pesisir Jumilah Taporan 12 § Pesisir Jumlah Taporarn 12
Sub Keglatan Penyediaan Siiatan penyediaan jasa 102.847.747 Sub Kegiatan e penyediaan jasa 102.847.747
Jasa Komunikasi, komunikasi, sumber Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
Sumber Daya Air dan daya air dan listrik Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang
disediakay disediakan
Listrik G - Daya Air dan Listrik !
- Pesisir Jumlah Taporan 12 Pesisir Jiimlah Taporan 12
Penyediaan Jasa Setatisn penyediaan jasa 1.142.709.63 Penyediaan Jasa gty penyediaan jasa 1.142.709.637
Pelayanan Umum Kantor FER pelayanan umum 7 Pelayanan Umum pelayanan umum kantor
kantor yang Kanitor vang disediakan
disediakan
Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase 100%
Pemeliharaan Barang Skt Terpeliharanya 163.860.000 Pemeliharaan N Terpeliharanya Barang 163.860.000
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Barang Milik Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
. ) Pesisir Jumlah Rendaraan 1 i Pesisir Jumlah Kendaraan 1
Sub Kegiatan Penyediaan — Dinas Pejabat yang 40.740.000 Sub Kegiatan I Dinas Pejabat yang 40.740.000
Jasa Pemeliharaan , dipelihara. Penyediaan Jasa : dipelihara.
Biaya pemeliharaan, Pemeliharaan , Biaya
Pajak dan Perizinan pemeliharaan, Pajak
kendaraan Perorangan dan Perizinan
Dinas atau Kendaraan kendaraan
Dinas Jabatan Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
. Pesisir Jumlah Kendaraan 22 ) Pesisir Jumlah Kendaraan 22
Penyediaan Jasa & Dinas Operasional 69.850.000 Penyediaan Jasa il Dinas Operasional atau 69.850.000
Pemeliharaan , Biaya atau lapangan yang Pemeliharaan , Biaya lapangan yang
pemeliharaan, Pajak dan dipelihara. pemeliharaan, Pajak dipelihara.
Perizinan kendaraan dan Perizinan
Dinas operasional atau kendaraan Dinas
lapangan operasional atau
lapangan
. Pesisir Jumlah 22 Pesisir Jumlah pemeliharaan 22
Pemeliharaan peralatan i pemeliharaan 30.950.000 Pemeliharaan e peralatan dan mesin 30,950,000
dan mesin lainnya peralatan dan mesin peralatan dan mesin lainnya.
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lainnya. lainnya
3 Jumlah Gedi Jumlah Gedung Rantor
Pemslibaronn / :::::n ik tin ; 22.320.000 Pestiliiasion f Z::;fn dan Bangun:‘:g Lainnya I 22.320.000
Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya Rehabilitasi Gedung yvang Dipelihararehab.
Kantor dan bangunan vang Kantor dan
S Dipelihararehab. biigunan lsinoya
Pesisir Rasio 0,996 Pesisir Rasio Penduduk 0,996
PROGRAM Selatan | Penduduk Ber e PROGRAM Selatan Ber KTP £:390.500
PENDAFTARAN KTP PENDAFTARAN
PENDUDUK PENDUDUK
Rasio Penduduk yang 0 Rasio Penduduk yang e
memiliki KIA memiliki KIA
Pesisir Persentase T4% Pesisir Persentase Penerbitan 74% 7
PelayananPendaftaran Selatan Penerbitan o v PelayananPendaft Selatan Dokumen Pendaftaran 99500
Penduduk Dokumen aran Penduduk Penduduk
Pendaftaran
Penduduk
- J Taporan y isi JumlahTa]
Penerbitan Dokumen Z::::ﬂ peu::::lnanp:ommm o 4.240.500 Penerbitan Dokumen z?;rn pcrwrbimnp(c)l?kl:lmm o 4.240.500
atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan
peristiwa kependudukan peristiwa peristiwa peristiwa kependudukan
kependudukan e
Pesisir Cakupan 98 Pesisir Cakupan Dokumen 98
PROGRAM Selatan | Dokumen 2,591,000 PROGRAM Selatan Pencatatan Sipil &52.000
PENCATATAN SIPIL Pencatatan PENCATATAN
sipll SIPIL
Pesisir Persentase 98% Pesisir Persentase Penerbitan 98%
Pelayanan Pencatatan Selatan Penerbitan St Pelayanan Selatan Dokumen Pendaftaran RS0
Sipil Dokumen Pencatatan Sipil Penduduk
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah Taporan Jumlah Taporan y
Pencatatan, ::::rn pumrbitsnp:ohlmm - 3.531.000 Penerbitan Dokumen ::::D pcncrbit.anp:okumm = 3.531.000
Penatausahaan dan atas hasil pelaporan atas hasil pelaporan : atas hasil pelaporan
Penerbitan Dokumen peristiwa peristiwa peristiwa kependudukan
Atas Pelaporan Peristiwa REgcaRsatm kependudukan
Penting
Pembi Ao Pesisir Persentase - : I i Pesisir Persentase - .
Selatan Pembinaan dan Selatan Pembinaan dan
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Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Penyelenggarann Pencatatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Sipil Pencatatan Sipil
PROGRAM Pesisir Persentase 97,60 ek PROGRAM Pesisir Persentase 97,60 —
Selatan Penurunan . i Selatan Penurunan Data : '
PEGELOLAAN PEGELOLAAN
INFORMAS] R INFORMASI Fapuniminisa
ADMINISTRASI e e ADMINISTRASI FORE Srnnatnih
KEPENDUDUKAN res KEPENDUDUKAN
bermasalah
Pesisir Persentase 100% Pesisir Persentase Pengolah 100%
7.645.500 . 7.645.500
Penyelenggaraan Selatan Pengolah data Penyelenggaraan Selatan data dalam kondisi
Pengelolaan Informasi dalam kondisi Pengelolaan baik
Administrasi baik Informasi
Kependudukan Administrasi
Kependudukan
e Pesisir Jumlah Taporan 12 T Pesisir Jumlah Taporan hasil 12
Fasilitasi terkait Selatan | Dasil fasiliasi 7.645.500 Fasilitasi terkait i fasiliasi pengelolaan 7.645.500
pengelolaan informasi pengelolaan pengelolaan informasi
administrasi informasi informasi administrasikependuduk
K T— administrasikepend D an
CPpen udub m
kependudukan
Pesisir Dokumen - Pesisir Dokumen Profil -
PROGRAM Selatan Profil i PROGRAM Selatan Kependudukan )
PEGELOLAAN PROFIL Kependudukan PEGELOLAAN yang dihasilkan
KEPENDUDUEAN yang PROFIL
dihasilkan KEPENDUDUKAN
Pesisir Persentase - Pesisir Persentase Validitas -
Penyusunan Profil Selatan Validitas database & Penyusunan Profil Selatan database :
Kependudukan kependudukan Kependudukan kependudukan
Pesisir Jumlah profil - Pesisir Jumlah profil =
Penyusunan Profil Data g kependudukan yang o Penyusunan Profil it kependudukan yang "
perkembangan dan diterbitkan Data perkembangan diterbitkan
proyeksi kependudukan dan proyeksi
serta kebutuhan kependudukan serta
kebutuhan
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BABV
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun
berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan
kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Pesisir Selalatan sehingga Rencana Kerja Perubahan yang
merupakan perencanaan satu tahun kedepan dan dibuat secara
partisipatif, ~dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat
memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang
terkait dan berkepentingan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana kerja perubahan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen
perencanaan yang penting yang dipedomani sebagai arah bagi pelaksanaan
program dan kegiatan perubahan tahun2025 dilingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian rencana kerja ini
bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen
yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sesuai dengan
pertimbangan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan
perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang
menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat dan Pemerintahan Pusat.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang
merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu
dilakukan Langkah kaidah pelaksanaan sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

rencana Kkerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat
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keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

2. Pengevaluan, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap
kinerja dari seluruh aparat dan jika Perlu dilakukan penyesuaian
terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi
pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun
2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja kearah yang
lebih baik.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan
Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja
berikutnya.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih
baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan
penuh tanggung jawab dan kerja keras.

Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat
bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian misi Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif
Domokrasi dan Transparan”.

Dengan mengharapkan keridhoan Tuham Yang Maha Esa, semoga

Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 yang telah dibuat dapat diwujudkan.
Painan, 30 Oktober 2025
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